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PEMBANGUNAN DAERAH merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

(UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH)

SesuaiPasal258 UU No. 23Tahun2014
tentang PemerintahanDaerah, Daerah
melaksanakanpembangunanuntuk
peningkatandan pemerataan

. Pendapatan masyarakat;

. Kesempatan kerja;

. Lapangan berusaha,;

. Akses dan kualitagpelayananpublik
. Dayasaing Daerah.
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PUSAT

Sesuai KewenangapPemerintah Daerah melaksanakan pembangunan daerah
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan
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adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksana:s
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
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URUSAN WAJIBrkait PelayanarDasar

Pendidikan
Kesehatan

Perumahan Rakyat &kawasan
pemukiman

5. Ketentraman, ketertiaban &

perlindungan Masyarakat

6. Sosial
URUSAN WAJIHK terkait Pelayanan

Dasar

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan &

perlindungan Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Administrasi kependudukan &

catatan sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat &
Desa

Pekerjaan Umun& Penataan Ruandl1.Koperasi, usaha kecil & menengah

berencana
9. Perhubungan
10.Komunikasi & Informatika

12 Penanaman Modal

13 Kepemudaan & Olah raga
14 Statistik

15Persandian

16 Kebudayaan

17 Perpustakaan dan

18 Kearsipan

URUSAN PILIHAN
Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata

Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian
Transmigrasi

SRS OO OIS

UnsurPendukungJrusan
Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

UnsurPenunjangUrusan
Pemerintahan

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Perbatasan
Pengelolaan Penghubung

Pengendalian penduduk & keluarga

UnsurPengawasatJrusanPemerintahan
1. Inspektorat Daerah

UnsurKewilayahan

1. Kecamatan Administrasi
2. Kota Administrasi

3. Kabupaten Administrasi

UnsurPemerintahanUmum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik
UnsurKekhususan

1. Kekhususan Aceh

2. Kekhususan Papua

3. Kekhususan Papua Barat
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MENTERI DALAM NEGERI
MELAKUKAN PEMBINAAN &
PENGAWASAN
RPJPD, RPIJMD, RKPD, APBD &
KINERJA MELALUI SIPD
(PEDOMAN RPJPD, RPIMD, RKPD &
PEDOMAN APBD)

INTERNALISASI
RAKORTEKRENBANG ke
RPJMD, RENSTRA, RKPD,

RENJA, APBD, RKA

2025 -2029

8 Misi Asta Cita

o MENTERI DALAM NEGERI
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Ll Dukungan Sub Kegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita v

* Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.
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DUKUNGANSUBKEGIATAN RENSTRA
PROV, KAB,KOTA SE JATENG TERHACHARA CITA
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Ll Dukungan Sub Kegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung Asta Cita

O Informasi
e Data diambil pada tanggal Senin, 15 September 2025 22:11:38 .
e Data diupdate setiap 1 hari pada jam 04:00 WIB.
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il Dukungan Sub Kegiatan pada RKPD Murni Rancangan Akhir 2025 yang mendukung Asta Cita

@ Informasi 2 Perbarui Data
+ Data diambil pada tanggal Senin, 15 September 2025 22:11:38 .
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KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Penyesuaian arah kebijakan pembangunan
daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun
2025 (SE Mendagri 900.1.1/640/SJ)

Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD
Tahun 2025-2029
(Instruksi Menteri Dalam Negeri 2/2025)

Permendagri 10/2025 ttg Pedum RKPD 2026

. W W W T

SALINAN SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA MENTERI DALAM NEGERI
T — REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
NOMOR 2 TAHUN 2025 Jakarta, 11 Februari 2025 TENTANG
Yth. 1. Gubernur. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TENTANG 2. Bupati/Wali Kota. TAHUN 2026
PEDOMAN PENYUSUNAN 3. Ketua DPRD Provinsi.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH di- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
TAHUN 2025-2029 Seluruh Indonesia
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun SURAT EDARAN
2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah Menimban . indk: felctivit d. fisi i
g : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana NOMOR 800.1.1/640/SJ 5 i
F mnan Jangka M h Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 TENTANG pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib
selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya
memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Tahun 2025-2029, d pert i daerah, p
daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesi ingan b mnan
daerah dan menjaga kualitas pel kepada akat, pasca pemilihan kepala
daerah serentak, d ini instruksi s
Kepada 1. Gubernur;

2. Bupati/Wali Kota;

3. Ketua DPRD Provinsi; dan

4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
Untuk
KESATU : Khusus kepada:

a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan
Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan
membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang
selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi
Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-
2029, serta R Aksi Per an P anan
Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi
Provinsi di wilayah Papua; dan

www.kemendagri.go.id L remendagr_Ki |[g)] kemenaagn gy @kemendagri

PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam
rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

. Dasar Hukum

a. Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

b. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal
161 ayat (1) dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan
visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta
Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025

sasaran  pembangunan  nasional, perlu  sinergi
perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah
melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomeor 39

@kemendagriRlI
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; Surat Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi
@ Dokrenda dalam SIPD

L

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

26 Juni 2025
Nomor : 000.8.2.2/3556/Bangda
Sifat : Segera
Hal : Surat Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi

Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029

Yth. 1. Gubernur seluruh Indonesia
2. BupatiWali kota seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Diktum Kesebelas pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke
dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dalam rangka memperoleh
masukan oleh Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan kesesuaian kepentingan
umum serta memastikan keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan
Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 tingkat Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri
dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Provinsi.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka persiapan pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada
RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 berbasis SIPD, diminta
kepada Gubernur dan Bupati"Vali kota agar dapat melengkapi beberapa ketentuan sebagai
berikut:
1. Menyediakan datalinformasi rencana tata ruang wilayah (Perda tata ruang dan peta
rencana tata ruang).

2. Substansi pelaksanaan fasiltasi antara lain; RPJMD, RKPD, hasil pelaksanaan
Rakortekrenbang Tahun 2025, dan lain-lain yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2025.

3 Fasllnasl Ranperkada RKPD Tahun 2026:

a. Menyampaikan (upload) surat permohonan fasilitasi yang disertai dengan kelengkapan
dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
20286;

b. Menyampaikan (upload) dokumen RKPD tahapan Rankhir;

c. Menyampaikan (upload) dokumen berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun
20286;

d. Menyampaikan (upfoad) dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan tahunar;

e. Menyampaikan (upload) dokumen gambaran konsistensi program antara rancangan
atau rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD;

f. Menyampaikan (upload) dokumen hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah
Daerah; dan

g. Menyampaikan (uplbad) dokumen daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2026.

4. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025 2029:
a. Menyampaikan (upload) surat permohonan evaluasi yang disertai dengan kelengkapan

dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025;

www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI r@ kemendagri , @kemendagri u @kemendagriRl

c. Penyebarluasan/publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) minimal sampai
dengan Tahun 2024; dan

d. RPJMD dan Renstra seluruh perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah
diinput dan diproses sampai tahapan Rankhir.

Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi Ranperda
RPJMD  Tahun  2025-20289 melalii SIPD  dapat diakses pada tautan
hitps:isipd. kemendagri.go.id! atau pelaksanaan fasiitasi diakses melalui https:/sipd-
ri.kemendaari.go.id/fasilitasi’ dan pelaksanaan evaluasi diakses melalui  https://sipd-
ri.kemendaari.go.id/rpjmd/.

Untuk mendukung pengisian E-Walidata, RPJMD dan Renstra dimaksud telah
disediakan panduan, manual book, video tutorial, serta daftar narahubung pejabat yang dapat
diakses pada menu helpdesk di dalam maodul E-Walidata, RPJMD dan Renstra.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Restuardy Daud

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri;

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menteri PPN/Kepala Bappenas;

Kepala Badan Pusat Statistik;

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.
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Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM S|PD Informasi

Pembangunan Daerah
Pasal 274 Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 (Dikelola BAPPEDA)

Pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Informasi  Keuangan
Daerah
(Dikelola BAKD)

Data Perencanaan Informasi Analisis dan Profil
Pembangunan Perencanaan Pembangunan

Pembangunan  Daerah Daerah

e — UNAN DAERAH

E-Walidata Data Perencanaan Pemutakhiran

e-Rakortek E-Fasilitasi RENSTRA

Proses e -walidata berisikan, proses ini menjamin data e
dan informasi yang valid sesuai prinsip Satu Data Indonesia Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Informasi  Hasil
sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ETOR TG DEEED
Pasal 8 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019

A Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD dimulai dari data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan proses perencanaan
pembangunan daerah, serta analisis dan profii pembangunan daerah

A Data Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses memuat e- Walidata, Data Perencanaan dan aplikasi pemutakhiran dalam menyediakan database
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan Dokrenda.

A Proses perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data menjadi dasar dalam
penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang berkualitas . (Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019)

A Analisis dan profi memberikan gambaran kondisi pembangunan daerah , capaian target -target dan tujuan pembangunan daerah , serta proyeksi
pembangunan daerah ke depan.

www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI r@ kemendagri , @kemendagri u @kemendagriRl
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Berorlentasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

ASTA CITA DARI PERSPEKTIF KEWENANGAN DAERAH e bangsa
DALAM MELAYANI MASYARAKAT

B @ Guest:.\;.

Beranda Hot-line CS +6281317633727 Email sipd@kemendagri.go.id

PROVINSI
JAWA TENGAH e
tssee
oo eed
e

seese tesee teene sesee

AA AL R L | XX RS ‘e LA AR X LY
s sesh 1020990 | 299006 | 49994
*he e 000 t*he e e
AR AR R *ee e e e
:"00000 AR R R 2 LA RXRE R AL X T *

sssee

teeen *e0 e *e0 00

*he e *ee e *ee0 0 ‘he e *ee e
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v

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia Informasi Aplikasi L3

Pelajari cara kerja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan mudah
melalui beberapa video panduan berikut

Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan
daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling

terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

LAYANAN_ v

INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH INFORMASI KEUANGAN DAERAH INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

Informasi Pamerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Informasi Pembangunan Daarah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi parencanaan Informasl Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk data dan informasi serta penyusunan,
pembangunan daarah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daarah. monitoring, dan evaluasl dokumen pengelolaan keuangan daerah secara alektronik.
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DATA & INFORMASI PEMUTAKHIRAN SIPD
DALAM MENDUKUNG

ASTA CITA 2026

KEWENANGAN DAERAH

bangga
melayani
bangsa
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BerAKHLAK

y Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Misi Astacita

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentr.. *® - I

Bidang Prioritas Pilin Bidg
Program Prioritas Pilin Prog

Kegiatan Prioritas Urmum Pilin Kec

I Jenis

@® Semua O Aktifitas O Layanan I

17 Program Prioritas Nasional

Tematik Pembangunan

£ Terapkan Filter | + Tampilkan Semua Data

i shift Scroll untuk geser ke kanan
Kolom Tampil¥ | B Download Excel

Menampilkan | 50 % | data per halaman

Pencarian: | Pencarian Data

JENIS
NO PEMDA BIDANG PROGRAM
1 PROV 210 URUSAN 210.06 PROGRAM
PEMERINTAHAM REDISTRIBUSI TANAH
BIDANG DAMN GANMTI KERUGIAN
PERTANAHAN TAMAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSEMTEE
2 PROV 210 URUSAN 210.06 PROGRAM
PEMERINTAHAM REDISTRIBUSI TANAH
BIDANG DAMN GAMTI KERUGIAN
PERTANAHAN TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TAMAH ABSEMTEE
3 PROV 215 URUSAN 215.02 PROGRAM
PEMERINTAHAM PENYELENGGARAAN
BIDANG LALU LINTAS DAN
PERHUBUNGAM ANGKUTAN JALAMN

KEGIATAN

210.06.1.01 Penetapan
Subyek dan Cbyek
Redistribusi Tanah
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

210.06.1.01 Penetapan
Subyek dan Cbyek
Redistribusi Tanah
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) Daerah Provinsi

215.021.02 Penyediaan
Perlengkapan Jalan di
Jalan Provinsi

SUBKEGIATAN

210.06.1.01.0003 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penataan Akses dalam
Pemanfoatan Redistribusi Tanah Lintas

Daerah Kabu pcllen," Kota

210.06.1.01.0005 Koordinasi dalarm
rangka Penataan Aset Reforma

Agraria

215.02.1.02.0002 Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

KINERJA

Terlaksananya
Koordinasi, Sinkronisasi,

Fasilitasi dan Kerja Sama

Penatoan Akses dalam
rangka Reforma Agraria
dalam 1 (satu) Provinsi.

Pemerintah Provinsi
berkoordinasi dengan
Kanwil BPN Provinsi
dalam pelaksanaan
legalisasi aset dan
redistribusi tanah

Tersedianya
Perlengkapan Jalan di
Jalan Provinsi

INDIKATOR

Jumilah Berita Acara
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Penataan
Akses dalarm rangka
reforma Agraria.

Jumilah Berita Acara
dalam rangka
Koordinasi Penataan
Aset Reforma Agraria

Jumilah Perlengkapan
Jalan di Jalan Provinsi
yang Tersedia

SATUAN

Berita Acara

Berita Acara

Unit

DEFINIS| OPERASIONAL

Pemerintah Daerah meloksanakan Koordinasi serta fasilitasi pada pelaksanoan Penataan Akses dalar|
rangka Reforma Agraria di tingkat provinsi

Salah satu tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTrRA) tingkat Provinsi adalah menfasilitasi penataan
di tingkat provinsi. Terkait hal ini perlu diloksanakan rapat-rapat koordinasi penataan aset dalam GTRA]
provinsi

Penyediaan perlengkapan jalan yang dimaksud adalah pengadaan dan pemasangan perlengkapan j
meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), alat pengendali dan pengaman penggy
jalan, alat pengaowasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung Rincian Perlengkapan Jalan
Rambu peringatan: Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalon denga




sipd-ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran

ebf97ec00ae1ad44bcbe8d51808a499432c¢7317/

DATA & INFORMASI INDIKATOR OUTCOME PEMUTAKHIRAN SIPD
SESUAI KEWENANGAN DAERAH
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bangga
melayani

Harmonis Loyal A’duplii Kolaboratif

Kompeten

bangsa

INDIKATOR OUTCOME

NOMENKLATUR SUBKEGIATAN

Filter Data

Kewenangan [ Provinsi [J) Kabupaten Kota

Tujuan Pembangunan Daerah P Tujuan Permbangunan Daerat
Aspek Informasi Pembangunan Dasrah P spek Informasi Permbangunan [
Bidang Urusan Bidang Urusar

Tematik P =
(& Satu Urusan

Satu Urusan [ Lintas Urusan O Lintas Urusan

£ Terapkan Filter | « Tampilkan Semua Data

i shift Scroll untuk g ke kanan

Menampilkan | 10 ¢ | data per halaman

Kode
Indikator Kode Referensi Indikator
Outcome Masional (=] 1 F lasi
000001 sDI- 08.02.053 Produk (Rp Juta) Tampilkan
Bappenas Dormestik
Regional Bruto
per Kapita
000002 SDI- 09.05.002 Indeks Ekonomi Indeks Tampilkan
Bappenas Biru Indonesia
000003 sSDI- 02.01.023 Kon Lrib_usi FDRE (=) Tampilkan
Buppenas Industri
Pengolahan

Definisi Operasional

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRE per kepala atau per satu orang penduduk.
PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga
berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan
lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol
hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI
disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan
perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor
Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kendisi ekonomi biru di
masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan

Kentribusi Produk Demestik Regional Bruto (PDREB) yang bersurnber dari sektor
Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri
pengolahan terhadap PDB.

Peraturan

Kewenangan

KABKOTA

KABKOTA

INDIKATOR OUTCOME
Tujuan Aspek Informasi
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Pendapatarn Kesejahteraan

masyarakat

Pendapatan

masyarakat

Pendapatan
masyarakat

Masyarakat

Ekonomi dan
Keuangan

Ekonomi dan
Keuangan

Pencarian:

Satu Urusan [ Lintas

Lintas Urusc

Lintas Urusc

Lintas Urusc
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Kompeten

PERANGKAT DAERAH BERBASIS URUSAN PELAYANAN PUBLIK T bangsa

SESUAI KEWENANGAN
(Basis Data  Kependudukan ) <<<<<

VISUALISASI DATA KEPENDUDUKAN

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Provinsi a2 Jumlah Kabupa... Jumlah Kota A3 L e kimlah Pendu... 1 - Kepala Keluarga Perpindahan Pe. . Meninggal Perubahan Data Wajib KTP
JAWATIMUR 29 g 6. 7. 1 41,919,906 14,733,859 81,957 196,321 36,758,757 32,013,705
JAWATENGAH 29 ) 5. 7. 1 38,430,645 13,113,678 48,302 172,586 32,762,643 28,851,388
SUMATERA UTARA 25 g 4. 5. ¢ 15,640,905 4,736,863 76,489 46,737 13,202,417 11,140,889
BANTEN 4 a 1. 1. 12,881,374 4,120,486 49009 26,704 11,199,014 9,150,028
DKl JAKARTA 1 5 4. . 11,038,216 3,617,684 38,444 47,440 10,434,938 8,115,838
SULAWESI SELATAN 21 3 3. 2. 1 9528276 3,048,967 39.071 29,027 8,483,094 6,843,057
LAMPUNG 13 2 2. 2. 19144263 2,951,313 28,042 19,432 7,422 345 6,577,372
SUMATERA SELATAN 13 4 2. 2. 19,064,690 2,820,573 35,748 24,182 7,302,527 6,432,793
RIAU 10 2 1. 1. ¢ 7,099,297 2.125,342 30,590 16,984 5,781,595 4,911,256

www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI @ kemendagri , @kemendagri u @kemendagriRlI
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KETERSEDIAAN DATA PERDA RPJPD KAB/KOTA SEJAWATENGAH  BerAKHLAK = 800
DALAM SlPD Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bClngSCl
<« = C QO B = sipd-rikemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=rpjpd&f=keterisian_perda 120% ¢ Yy @ 9y @ =

%% Dashboard RY RPJIPD RY Arah Pembangunan R4 RPIMD R/ RKPD R/ EWALIDATA

Periode RPJPD

2025 - 2045 v

%

."&;,

Tipe Pemda k
" PROVINS! ‘ o e

KABUPATEN / KOTA ﬂ e
___________________________________________ “*\@-\ 3328 - KAB. TEGAL

¥, Status: BELUM TERISI | -

(Xl DOWNLOAD EXCEL - o T AP, &=

Doomono e e
. ﬁ 5 TRCCPAET -6 .
© Kiik pada pata "™ 3307 - KAB. WoNOSOBO ~.
- . N\ e . <t

;:"‘“" mengunduh Keterisian Status: BELUM TERISI F.' o T A

e.

|
® Belum Terisi Q‘l‘“ “i’
. &

® Sudah Terisi
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KETERSEDIAAN DATA RPJMD KAB/KOTA SE JAWA TENGAH BerAKHLAK me|g)9qni
DALAM SIPD ot bangsa
«< - C QO B & sipd-rikemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif?m=rpjmd&f=map 120%  TF g @ 9 @ =

5% Dashboard RY! RPJPD RY Arah Pembangunan RY! RPIMD !
o Lppd W -
Periode rpjmd 'S Wg’}k‘ : 9
' . > ' ‘ “;‘ N
2025-2029 « \ R’ O\ ﬁ"-
N 4 izﬁ“"’f
Tipe Pemda i" '
3307 - KAB. WONOSOBO ;
Tahapan: TAHAPAN PERSIAPAN s_ﬁ;_
Tahapan | 3328 - KAB. TEGAL CARNT N <z o .-

TLA . WOy LT .-“Ji:.-‘/ of —

® Final - 3314 - KAB. SRAGEN [ ¥
@ Rancangan Akhir Tahapan: TAHAPAN PERSIAPAN ,,"
@® Musrenbang

® Rancangan

@ Rancangan Awal

Persiapan
® Belum Input

Tahapan: TAHAPAN PERSIAPAN
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PERAN & PROSES DALAM  eWALIDATA  SIPD Sl g;erlg)s'gni

mendagri.go.id/ewalidata/358dac3f30123714ee4c7cc907ac48db2b071e1b/?m=daerah_dashboard

API | API
(interoperabilitas SDI) (interoperabilitas SDI)

PERENCANAAN

1 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024

PEMERIKSAAN DATA [\

4 Maret 2024 s/d 31 Maret 2024

PENGUMPULAN DATA PENYEBARLUASAN DATA
@ 30 Januari 2024 s/d 31 Desember 2025 — 1 April 2024 s/d 31 Desember 2024
Seluruh Perangkat Daerah
X.XX.01.1.01.0008elaksanaanPengumpulanData Walidata Walidata
BAPPEDA Statistik Sektoral Daerah 2.20.02.1.01.0019Peningkatankualitas statistik sektoral 2.20.02.1.01.0019Peningkatankualitas statistik sektoral
5.01.02.1.04.0001PengelolaanData dalam Sistem Informasi X.XX.01.1.01.001(PenyelenggaraarWalidata 2.20.02.1.01.0021Koordinasidan kolaborasi dalam 2.20.02.1.01.0021Koordinasidan kolaborasi dalam
PemerintahanDaerahdi BidangPembangunan Daerah PendukungStatistik Sektoral Daerah Rekap DSSD penyelenggaraanstatistik sektoral penyelenggaraanstatistik sektoral
5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
. Berdasarkan Urusan
BidangPerencanaanPembangunan Daerah
400
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@ Jumlah DSSD Digunakan ® DSSD Terisi DSSD Publikasi
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KETERSEDIAAN PUBLIKASI DATA SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025 BerAKHLAK me.g)%ni
KAB/KOTA SE JAWA TENGAH DAL AM SIPD s el bangsa
« - C QO B &= sipd-ri.kemendagri.go.id/profil/dashboard-eksekutif/4182cf807cb8ced8bbd69ea26e5ddd698f768f38/?m=n1 1¥ s @ &y @

2% Dashboard R RPJPD RY Arah Pembangunan RY RPIMD RY RKPD A EWALIDATA
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DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

ASTA CITA

Memperkokoh  ideologi

Pancasila,
dan hak asasi manusia (HAM).

demokrasi

3 PROGRAM
6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI TANTRIBUMLINMAS

1.
2.

PenyusunanRencanaPenanggulanganBencanaProvinsi
Pembinaandan PengawasanPenerapanStandar
PelayananMinimal (SPM) SuliJrusan Bencana
Kabupater/Kota
PencegahanGangguanKetenteramandan Ketertiban
Umum Melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan
dan Penyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan dan
Pengawalan

Penangananatas PelanggaranPeraturan Daerah dan
PeraturanKepalaDaerah

PenyusunanKajian Rencanalnduk Sistem Penanggulangan
Kebakarandan Penyelamatan(RISPKP)

Pembinaandan PengawasanPenguatanKapasitas
PenyelenggaraanUrusan Kebakarandi Kabupatern/Kota

8 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

1.

O N O A WN

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indlkator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat Terwujudnya manajemen bencana yang
terintegrasi , pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan
Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran  sesuai
standar

2. Komunikasi dan Informatika : Terakselerasinya transformasi

pemerintah digital di daerah
3. Kesatuan bangsa dan politik :

Meningkatnya

Kualitas Politik

1. program dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai - Nilai
S ideologi Pancasila
bencana
2. program
peningkatan
ketenteraman dan .
ketertiban umum
3. program PROGRAM
pencegahan, SoE sl
PRIORITAS 2 PROGRAM KESATUAN
penyelamatan 2026 .

1. program peningkatan
kebak?ran Ct’a” 1. PelaksanaanKebijakandi BidangPendidikan Bergn parF;ai pogiitik dan
penyelamatan non " . " . ol
e - Politik, EtllfaBut_jgya.Polltlk, Peningkatan lembaga pendidikan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan melalui pendidikan
Pemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, politik dan
2 PROGRAM KOMUNIKASI Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala pengembangan etika

DAN INFORMATIKA

Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelol&Komisi Informasi di Daerah

dalam RangkaPenyelesaianSengketalnformasi Publik
Pelayananinformasi Publik

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
PengelolaanMedia Komunikasi Publik

Koordinasipemanfaatan Portal PelayananPemerintah Daerah yangterintegrasi

Koordinasidan Fasilitasi PenyelenggaraarProvinsiCerdas
PenyediaanAksesInternet

1. program pengelolaan
informasi dan
komunikasi publik

2. program pengelolaan
aplikasi informatika

PenyelenggaraarSistem PenghubunglLayananPemerintah Daerahdalam

rangkainteropabilitas data danintegrasilayanan

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

2. PelaksanaanKebijakanDibidangPendaftaran
Ormas, PemberdayaanOrmas, Evaluasidan
Mediasi SengketaOrmas, PengawasanOrmas
dan Ormas Asingdi Daerah

serta budaya politik
2. program
pemberdayaan dan
pengawasan
organisasi
kemasyarakatan



Pagu Subkegiatan pada RENSTRA Rancangan Akhir yang mendukung

Asta Cita
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DUKUNGAN PAGU INDIKATIF PELAYANAN PUBLIK ASTACITA 1 BerAKHLAK me|g$qni
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SELURUH RENSTRA  PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DALAM SIPD et bangsa
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@ Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
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DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026

1(Indilkatory Yang.rudah adakede seferensinaRigglanrARE)

(P ROVl N S |) TE R HADAP ASTA C |TA swasembada pangan , energi , dan air. (2) Terlaksananya pembangunan daerah
sesuai dengan rencana tata ruang
ASTA CITA ) 2. Pangan : Meningkatnya ketahanan pangan
. 3. Pertanian :Meningkatnya Produksi Pertanian
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 4 Lingkungan Hidup : Lingkungan Hidup Berkualitas
kemandirian n melalui wasem ngan nergi ir ; X ; . o
eionaorgi akreatifbaelgc?r?omi ?]?alt dasn aeslfong?nciia birupa gan , energi, a, 5. Persandian :Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemda
' J ' 6. Kelautan dan Perikanan : Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang
6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 3 PROGRAM PUPR Berkelanjutan
1.  PeningkatanJaringanirigasiPermukaan 1. programpengelolaan 7. Kehutanan Meningkatkan pengelolaan hutan lestari  sebagai sumber
2. RehabilitasiJaringanirigasiPermukaan _ sumber dayaair (sda) pertumbuhan  baru , pengentasan kemiskinan , serta ketahanan pangan , air dan
3. PembangunanSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) Linta&abupater/Kota 2. programpengelolaandan energi
4. PenyusunanRencana Kebijakan, Strategi dan TekniSSistem PenyediaanAir pengembangansistem ) . .
Minum (SPAM) Lintakabupater/Kota penyediaanair minum 8. ESDM: Pencapaian Ketahanan Energi
5. PenetapanRTRWProvinsi 3. programpenyelenggaraan
6. PenilaianPelaksanaanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang danAtau penataanruang 4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI
pernyataanmandiri pelaku UMKM : 1. Pengambilancontoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan 1 program pengendalian
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PANGAN ‘, "“‘ 2. Ezlgli:(asadn;]arljgitmantauan kualitas LingkunganHidup terhadap Media Tanah, Air, pencemaran dan/atau
1. PeningkatanKetahananPanganKeluarga . 9 " 3. Pengelolaansampah Regional kerusakan lingkungan hidup
IR § . 1. program peningkatan . dinasi sinkronisasid lak ol hdi . program pengelolaan
2. StabilisasiPasokandan HargaPanganTingkatProdusendan Konsumendi e : . 4. Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di persampahan
Provinsi diversifikasi dan R kabupaten/kota
3. PelaksanaanPengadaan Pengelolaan danPenyaluranCadanganPangan :f;g;:rnailfangan PROGRAM
SO MEN PN 5 SER T plsal G () RESE 2. program penanganan SUB KEG R 4 L AYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM ESDM
Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) DaerahProvinsi kerawanan pangan PRIORITAS )
4.  Koordinasidan SinkronisasiPenanganankerawananPangandan Gizi Provinsi PROVINSI PelaksanaankegiatanpemanfaatananekaEBT
6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI SRR T 2026 Pelaksanaankegiatankonservasienergi 1. program pengelolaan energi
Koordinasidan SinkronisasiPenyediaanTenaga Listrik Belum baru terbarukan
1. PengawasanSebaranPupuk, Pestisida, Alsintan, dan SaranaPendukung : i 1 Berkembang DaerahTerpencildan Perdesaan 2. program pengelolaan
Pertanian 0 grogram penge laan e Pembangunan Saran@enyediaanTenaga Listrik BelumBerkembang ketenagalistrikan
2. Koordinasidan SinkronisasiPengawasanPeredaranSaranaPertanian s:?aﬂgn%ergngngan DaerahTerpencildan Perdesaan
3. PerbanyakanBenih Bersertifikat TanamanPanganBerbentuk Biji/Benih P . 5
. . program penyediaan g
4. PerencanaanPengembangarPrasarang Kawasan darKomoditasPertanian dan pengembanaan : S G OVINS
5. Koordinasi, Sinkronisasidan PenataanPrasaranaPendukungPertanianLainnya praszrar?a pertar?ian : LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI PROGRAM KEHUTANAN
6. Pengendaliandan PemanfaatanKawasanPertanian : PembangunanPenghijauanLingkungandi Luar Kawasan Hutan Negara 1. program pengelolaan hutan
2 PROGRAM Fasilitasi PBPHHskala Kecil danMenengahuntuk aksessumber bahan 2.  program pendidikan dan
9 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI KELAUTAN baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar pelatihan, penyuluhan dan
PERIKANAN Penguatandan PendampinganKelembagaanKelompok Tani Hutan pemberdayaan masyarakat
1 roaram PenyiapanPerhutananSosial di bidang kehutanan
1. PengelolaanKawasanKonservasidi Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau KecilBerdasarkanPenetapandari Pemerintah Pusat ’ peng i —
2. PenyusunanDokumen Monitoring danEvaluasiMateri TeknisPerairan Pesisir Eela%tan
3. Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasaranatambak garam o
4. PengawasanUsahaPembudidayaanlkan di Lautsampai dengan12 Milsesuai kewenanganprovinsi Eﬁaﬁ'_rpﬁ:u 2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 1 PROGRAM PERSANDIAN
5. PengawasanUsahapenangkapanikan dan/atau usaha pengangkutanikan sampai dengan12 Milsesuai kewenanganprovinsi . . . :
6.  Pengawasanusahapemanfaatan sumber dayakelautan kewenanganprovinsi 2 kfg"ram Penye(_jlaanLayanan Keamananinformasi dan Persandian program penyelenggaraan
7.  PengawasanUsahaPemasaranhasil perikanan dan/atau usaha PengolahanHasil Perikanansesuai kewenanganprovinsi - Prog Pemerintah Daerah -
i X e X : pengawasan . . persandian untuk
8. PengawasanUsahapenangkapanikan dan/atau usaha pengangkutanikan di wilayahsungai, danau, waduk, rawa, dan genanganair A - 2. Penetapan KebuakanTata KelolakeamananInformasi dan . +
lainnya sesuai kewenanganprovinsi 4 : . pengamanan informasi
. - : I ) . kelautan dan PersandianPemerintah Daerah
9. PengawasanUsahaPembudidayaanlkan di wilayahsungai, danau, waduk, rawa, dangenanganair lainnya sesuai kewenanganprovinsi perikanan
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@ Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
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DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026

1. Pertanahan : Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah
(PROVINS|) TERHADAP ASTA CITA dan pemberdayaan  masyarakat melalui penataan aset dan
/h akses di daerah
ASTA CITA 2. Perhubungan : Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar
Melanjutkan pengembangan infrastruktur ~dan meningkatkan lapangan Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan
kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi

industri  kreatif serta mengembangkan agromaritim  industri  di sentra : . : o :
produksi  melalui peran aktif koperasi 3. Eiﬂpg/?a dan UKM: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan
2 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 4. Kebudayaan :Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
1. Koordinasidan SinkronisasiPenataanAksesdalam program redistribusi tanah 9. Pariwisata : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi

Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah dan ganti kerugiantanah Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kabupater/Kota kelebihan maksimum dan 2 PROGRAM
2. Koordinasidalam rangkaPenataanAset ReformaAgraria tanah absentee 5 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI KEBUDAYAAN

PembinaanSumber DayaManusia, Lembaga, danPranata

1. program
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI |23EPRR|-|OSBRL'JAI\,1\AGAN s PROGRAM Kebudayaan . . peng embanaan
8 SUB KEG 2. Pengembangandan Pemanfaatan Objek Pemajuan E bgd 9
1. PenyediaanPerlengkapanJalan di JalarProvinsi 1. program s PRIORITAS | Kebudayaan ebudayaan .
2. IIzehab.ilitagi dan PemeliharaanTerminal TipeB (Fasilitas Utama dan Ip(Tn)ll.eItengdgaraan : PRZOO\Z/éNs' 3. PenetapanCagarBudaya 2. gg?lggir:giﬂﬁasginan
enunjan alu lintas dan

3. Pengoperasiandan PemeliharaanPelabuhan Sungai dan Danau yang angkutanjalan : e PenggmbanganCaggrBudaya . . cagar budaya

MelayaniTrayekLintas DaerahKabupater/Kota dalam 1 (satu) Daerah (LLAJ) % 5. Pembinaandan PeningkatanKapasitas TenagaPelestari

Provinsi 2. program : 2 CagarBudaya

* Gan Penyeberangaryanghielayan Treyeklntas Daerah - pelayaran | 12 LAYANAR SUB KEGIATANPROVINS | 2PROGRAV PARIWISATA _
dan PenyeberanganyangMelayani TrayekLintas Daerah pelayaran 12 LAYANAHSUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PARIWISATA

Kabupater/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi ; 1. PenetapanDaya TarikWisata UnggulanProvinsi
: 2. PerencanaanDaya TarikWisata Provinsi
2 PROGRAM 3. PenetapanDestinasi Pariwisata Provinsi .
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI KOPERASI & UKM : 4. PerencanaanDestinasi Pariwisata Provinsi = program penlngkat_an
: . S dayatarik destinasi
. . } : 5. PengadaarPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranadalam Pengelolaan e ——

1. Pembinaandan PendamplnganBaglKeluargadan Kelompok Destinasi PariwisataProvinsi 5 pro o bengembandan
Masyarakat yang Akaembentuk KoperasiDalam 1. program : 6. PeningkatanKapasitasSDMPengelolaDestinasi Pariwisata Provinsi - programpenge ge
PengembanganEkonom| : N . . . . . . . . ekonomi kreatif melalui

) . pemberdayaandan . 7. Koordinasi danSinkronisasi Usaha Kreatif SepanjangRantai Produksidengan pemanfaatan dan

2. Pemberdayaan KoperasidenganKeanggotaanLintas Daerah perlindungankoperasi  : MenyediakanAkseske Sumber Permodalanatau Pasokan SDMProduksidan Pasar erlindunaan hak
Kabupater/Kotadalam 1 (satu) DaerahProvinsi 2. program ] 8. Koordinasi danSinkronisasi PeningkatanUsaha Kreatif Terutamabagi UsahaPemula Eeka aan?n telektual

3. MenumbuhkembangkanUMKMuntuk MenjadiUsaha yang pemberdayaanusaha : 9. PenyusunanDokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah y
Tangguh dari\_/landlrl Sehinggadapat MeningkatkanPenciptaan menengah, usaha : 10. Fasilitasi Kekayaanintelektual
LapanganKerja PemerataanPendapatan, Pertumbuhan kecil, danusaha mikro 11. PenguatanKelembagaanEkonomiKreatif Daerah
Ekonomi, danPengentasanKemiskinan (umkm) 12. PenyusunanRencanaAksi PengembanganEkonomiKreatif Daerah

4. PeningkatanPemahamandan PengetahuanUMKMserta
Kapasitasdan KompetensiSDM UMKM darfKewirausahaan
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DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
(PROVINSI) TERHADAP ASTA CITA

Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
(Indikator yang sudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)
. Pendidikan

1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar SPMBidang Pendidikan
2. Kesehatan :Kesehatan Untuk Semua
3. Sosial : Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
ASTA CITA e 4. Tenaga kerja : Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka
Memperkuat pembangunan  sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi |, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan
pendidikan , kesehatan , prestasi olahraga , kesetaraan gender, serta 5. Pemberdayaan
penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z2),

pekerja

PPA: Meningkatnya Peran Perempuan, dan

Perlindungan Anak
ANAN SUB KEGIATAN PROVINSI

Kesetaraan Gender,

6. Adminduk : Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil,
serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital
o ! . 7. PPKB: Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)dan Keluarga Berkualitas (IPKK)
1. PenyediaanBiayaPersonil PesertaDidik SekolahMenengahAtas . el v d i lah et .
2. BimbinganTeknis,Pelatihan, dan/atau MagangPKLuntuk PeningkatanKapasitas Pendidikan R — | 1 8. Pora : Meningkatnya ualitas pemuda, udaya olahraga yang Inklusif, dan prestasi
3. BimbinganTeknis,Pelatihan, dan/atau MagangPKLuntuk PeningkatanKapasitas Pendidikan grampeng P olahraga
4 Pembangunan UnitSekolahBaru (USB) FETEIRILED E k inak b d i 7 k
5. PenyediaanPendidikdan TenagaKependidikanbagi Satuan PendidikanKhusus ‘ 9. PeerSta aan - Menmg S Kegemaran Membaca an Literasi Masyara 2t
6. Pembangunan Ruand<elasBaru ) 3
0 4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM ADMINDUK
6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI :
L P . p———— K 1. Fasilitasi TerkaitPendaftaranPenduduk
. engembanganRumah Saki . : o S .
2. PengadaanObat, BahanHabis Pakai, BahanMedis Habis Pakali,, Vaksin, Makanandan 1. program pemenuhan upaya "..‘-_ “." z goor?IgasLI(DEbnyeIEt}nr?/gKartaadrﬁendgﬂ?riﬂpe.ndl_,lduk FEPEET I 1. program pendaftaran
Minuman di Fasilitas Kesehatan kesehatan perorangan dan “‘: - us_a_ a}n BID[PENS . UEICEIEN SEW r_O\_/m_S' penduduk
3. PengelolaanPelayananKesehatan Ibu dan Anak masyarakat 2 o 3. Fasilitasi PelayananBidangPencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 2. program pencatatan sipil
4. PengelolaanPelayananKesehatanPenyakitMenular dan TidakMenular 2. program peningkatan ",‘ 4. KoordinasiPenyelenggaraarPencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan
5.  PengelolaanJaminanKesehatan Masyarakat kapasitas SDM kesehatan %, Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
6.  PemenuhanKebutuhan Sumber DayaManusia Kesehatan PROGRAM kS
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PPKB
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM SOSIAL SUB KEG . : : ,
3 ] ] ] PRIORITAS %, 1. ProsesPelaksanaanPendidikan danPelatihan Keterampilanbagi
1. PeningkatankemampuanPotensi Sumber KesejahteraanSosial PROVINSI %, Pencari Kerja 1. program pembinaan
KelembagaanMasyarakatkewenanganProvinsi _ 1. program pemberdayaan 2026 2. PengukuranKompetensidan Produktivitas TenagaKerja keluarga berencana (kb)
2. PeningkatankemampuanPotensi Sumber KesejahteraanSosial sosial _ o8 3. PengesahanPeraturanPerusahaan yangerkait denganHubungan 2. program pemberdayaan dan
PerseoranganKewenanganProvinsi 2. program perlindungan Industrial peningkatan keluarga
3. Fasilitasi Bantuan PengembanganEkonomi Masyarakat dan jaminan sosial i 4, PengembanganPelaksanaanJaminanSosial Tenag&erjadan Fasilitas sejahtera (ks)
4. Fasilitasi Bantuan Sosial KesejahteraanKeluarga I R KesejahteraanPekerja
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM TENAGA KERJA H : 4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OR
1. ProsesPelaksanaanPendidikan danPelatihan Keterampilanbagi vn 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan PenyelenggaraanPengembanganKewirausahaan
PencariKerja latihan k § 8 K * PemudaBagiWirausahaMuda TingkatProvinsi 1 program pengembangan
. L ' 1. rogram ihan kerj n-* : 5 inasi, Si isasi isasi :
2. PengukuranKompetensidan Produktivitas TenagaKerja PRGN PEISTITET [EReen) 3 & NeuElhes) SilenkEs) Canpeiye Sy ER e IS YGRS kapasitas daya saing
. produktivitas tenaga kerja : H kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhankemandirian ekonomi
3. PengesahanPeraturanPerusahaan yangerkait denganHubungan 2 hub : . pemuda kepemudaan
Industrial - program hubungan : 3 ¢ 2. program pengembangan daya
) ) . » industrial : 0 3, SeleksiAtlet Daerah saing keolahragaan
4. PengembangarPelaksanaanJaminanSosial Tenag&Kerjadan Fasilitas % 4. Pembinaandan PengembanganOlahragawanBerprestasi Provinsi
KesejahteraanPekerja £ 5
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI Bl 4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 2 PROGRAM PERPUSTAKAAN
1.  PendampinganPenyelenggaraanPUGKewenanganProvinsi 1. PemanfaatanKoleksiPerpustakaan(Cetak/Digital) oleh Masyarakat
2. peningkatankapasitas SDMpemberdayaan perempuan di bidang politik, atau 1. program pengarusutamaan % 2. PembinaanPerpustakaanUmum dan Khusus TingkatProvinsi 1 rogram pembinaan
hukum, atau sosial, danatau ekonomi KewenanganProvinsi gender dan pemberdayaan 3] Penghimpunandan PengelolaanSerahSimpanKaryaCetak dan Karya - Prog p
3.  Advokasidan sosialisasi pencegahanKtAkepadapengambil kebijakandan perempuan Rekam
pemangku kepentingan KewenanganProvinsi 2. program perlindungan khusus
4. Layananpendampingankorban bagi Anak KorbanKekerasanTingkat DaerahProvinsi anak
dan Lintas DaerahKabupaten/Kota

perpustakaan

program pelestarian koleksi
nasional dan naskah kuno

Pengembangan Pengolahandan PengalihmediaanNaskahKuno yang
dimiliki oleh Masyarakatuntuk Dilestarikan dan Didayagunakan
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@ Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang __
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Kinerja Urusan (Outcome) Prioritas Nasional 2026
?PUR%JVI\IISQII)\ITPEERI\ﬁiFE)IE;A,\AI_IS'[I')AA\EIIIQﬁAH (Indlkator yanqwsudah ada kode referensi SDI dalam SIPD)

eningkatnya  ketahanan air untuk mendukung
pencapaian swasembada pangan , energi, dan air. (2)

Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana
tata ruang

Perhubungan : Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar
Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Jalan Provinsi

ASTA CITA

Melanjutkan  hilirisasi dan mengembangkan industri/) 2.
berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan

nilai tambah di dalam negeri

6 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI 3 PROGRAM PUPR 3. Penanaman Modal : Pencapaian Target realisasi Penanaman
1. PeningkatanJaringanlrigasiPermukaan o (QOgE penge_lolaan Modal
A 2 sumber dayaair (sda) ) - - .

2. RehabilitasiJaringanirigasiPermukaan 2. programpengelolaan 4. Perdagangan : Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi
3. PembangunanSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) Lintas ’ d b . .

Kabupater/Kota anpengembangan Rantai Pasar Domestik dan Global
4. PenyusunanRencana, Kebijakan, Strategi dan TekniSistem Penyediaan ) Sl L i i i i i
- ey (G NI 9 4 minum 5. Perindustrian : Tercapainya pertumbuhan sektor industri

Air Minum (SPAM) LintakKabupaten/Kota 3. program lah .
5. PenetapanRTRWProvinsi ’ . pengolanan nonmigas
6. PenilaianPelaksanaanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang danatau PR AR * -

pernyataanmandiri pelaku UMKM penataanruang

2 PROGRAM
4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI _ PROGRAM 2 PROGRAM
PERHUBUNGAN SUOBGKEG 4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI PERDAGANGAN

1. PenyediaanPerlengkapanJalan di JalarProvinsi

PRIORITAS
2. Rehabilitasidan PemeliharaanTerminal Tipe B Fasilitas Utama dan = progralm al PROVINSI Pembinaandan PengendalianPusat Distribusi Regional dan program peningkatan
Penunjang r?enyedenggafia alu 2026 Pusat Distribusi Provinsi sarana distribusi
3. Pengoperasiandan PemeliharaanPelabuhan Sungai dan Danau yanilelayani j::l;s(Li:\?)ng utan 2. Penataan Pembinaan, dan PengembanganPasar Lelang perdagangan
. Jrnes chbuaericiaddan e paeweons U o pegamengonaan 5 o 2 progan
. e ade ey Sl v DaerahKabupatéNKota aarh pelayaran : 3. PameranDaganglnternasional/Nasional pengembangan ekspor

(satu) DaerahProvinsi 4. PeningkatanCitra Produk Ekspor

H 2 PROGRAM
1 PROGRAM : 4 LAYANAN SUB KEGIATAN PROVINSI _
RLAANANEUEIKEGIATANIRROMINS] PENANAMAN MODAL _ PERINDUSTRIAN

PenyusunanRencanaPembangunan IndustriProvinsi

1. PengawasanPenanamanModal program pengendalian 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaanindustri dan Peran
2. PenyelesaianPermasalahandan Hambatan yangdihadapi pelaksanaanpenanaman Serta Masyarakat - s ?19 amlF))ene ‘;a naa
PelakuUsahadalam merealisasikan KegiatanUsahanya modal 3. Koordinasi danSinkronisasiPengawasanterhadap PerizinanBerusahasektor an pembanguna

industri
2. programpengendalian
izin usahaindustri

perindustrian yangmenjadi kewenanganProvinsi

4. Fasilitasi verifikasipemenuhan persyaratar/standar kegiatanusaha sektor
perindustrian dalam rangkapenerbitan perizinan berusahaberbasis risiko
melalui Sistem Informasi Industri Nasional SlINas) yangterintegrasi dengan
Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
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